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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD 33  2008 
R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  18  TAHUN  2008  
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 
 

Menimbang : a. bahwa penyesuaian dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi di tingkat nasional dan kabupaten 
merupakan kebutuhan nyata, mengingat 
meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan 
teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif 
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat; 
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b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah 
satu infrastruktur pendukung dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan 
memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang 
udara serta penyelenggaraannya harus memenuhi 
aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan dan 
estetika lingkungan; 

c. bahwa untuk memberikan kejelasan, ketegasan dan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara 
telekomunikasi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);    

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3881);    
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4724); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu031.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu025.pdf


NO.18 2008 LD. 33 
 

 4 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4752); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3980); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 
tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
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17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan 
Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 
43/P/M.KOMINFO/12/2007; 

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi; 

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan 
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas 
Terbatas; 

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara 
Bersama Telekomunikasi; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 
Nomor 15); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22); 
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